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ABSTRACT

The idea of a legal state is manifested through two main traditions, namely the Rule of Law, which
developed within the Anglo-Saxon legal system, and the Rechtsstaat, which emerged within the
Continental European legal system. Both concepts pursue the same objective, namely to place law as the
highest foundation in the administration of the state and to guarantee the recognition and protection of
human rights. The purpose of this study is to examine how the concepts of recognition and guarantees of
protection from the perspectives of the Rule of Law and the Rechtsstaat, as well as to identify the indicators
used to assess their implementation within the Indonesian legal system. This study employs both a
conceptual and a statutory approach to normative legal research. Primary and secondary legal materials
constitute the legal materials. The findings show that the implementation of the principles of recognition
and guarantees of protection within the Rule of Law and the Rechtsstaat can be assessed through several
main indicators, including the supremacy of law, legal certainty, equality before the law, protection of
human rights, judicial independence, limitation of power, and access to justice.

Keywords: Rule of Law, Rechtsstaat, Human rights, Legal protection.

ABSTRAK

Konsep negara hukum diwujudkan melalui dua tradisi utama, secara khusus konsep rule of law dalam
sistem hukum Anglo-Saxon dan konsep rechtsstaat dalam sistem hukum Kontinental Eropa. Kedua konsep
tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam
penyelenggaraan negara serta menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan dari
penelitian adalah untuk menganalisis implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam
perspektif Rule of Law dan Rechtsstaat serta mengidentifikasi indikator yang digunakan untuk mengukur
implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan
(statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan
dalam Rule of Law dan Rechtsstaat dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu supremasi
hukum, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, independensi
peradilan, pembatasan kekuasaan, dan akses terhadap keadilan. Secara hukum, Indonesia telah
menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang,
termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian,
implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM, penyalahgunaan
kewenangan, dan belum optimalnya akses terhadap keadilan.

Kata kunci: Rule of Law, Rechtsstaat, Hak asasi manusia, Perlindungan hukum.
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PENDAHULUAN

Negara merupakan organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan melalui tiga unsur pokok,
yakni penguasa, rakyat, dan hubungan kekuasaan di antara keduanya. Sistem demokrasi tidak memberikan
kewenangan tanpa batas kepada pemerintah. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar menjadi landasan
hukum yang mengatur sekaligus membatasi penggunaan kekuasaan tersebut. Konstitusi berfungsi sebagai
hukum dasar yang menetapkan hubungan antara keamanan nasional dan menjadi sumber bagi
penyelenggaraan pemerintahan (Erham et al., 2024). Pemerintahan demokrasi konstitusional memiliki
beberapa karakteristik utama. Karakteristik tersebut mencakup pembagian fungsi dan kelembagaan
kekuasaan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta penegakan prinsip negara hukum.
Prinsip negara hukum meliputi kedudukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, jaminan kesamaan status
hukum bagi seluruh warga negara, dan keberadaan pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan
pemerintahan (Douaisia, 2025; Siallagan & Sinaga, 2025). Konsep negara hukum lahir dari sebuah ambisi
besar membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya (Bakri
& Jeddawi, 2022). Dalam perkembangannya, tolok ukur utama suatu negara hukum tidak lagi hanya dilihat
dari adanya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, melainkan sejauh mana hukum tersebut
mengakui dan menjamin hak-hak paling mendasar warga negaranya, yakni HAM (Pech, 2022). Oleh
karena itu, pengukuran implementasi negara hukum tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana perlindungan
HAM diwujudkan melalui supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan peradilan yang independen
(Hidayah et al., 2025).

Negara hukum di Indonesia merupakan negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada
aturan hukum yang memiliki kedudukan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Sistem ini
menjamin bahwa semua pejabat pemerintah, termasuk warga negara, wajib mematuhi UU yang jelas dan
ringkas tanpa memiliki kekuasaan mutlak. Sistem ini juga menjamin bahwa setiap individu diperlakukan
secara setara di hadapan hukum (Anshar & Netrivianti, 2024). UUD Negara Republik Indonesia (RI)
Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep tersebut
berakar pada Pancasila sebagai sumber dan filosofi dasar hukum nasional yang membentuk karakter negara
kekeluargaan dengan mengedepankan nilai gotong royong dan toleransi.

HAM adalah seperangkat hak fundamental yang secara kodrati dimiliki oleh manusia sejak
kelahirannya. Hak-hak tersebut dianggap melekat pada setiap individu tanpa membedakan bangsa, ras,
jenis kelamin, agama, maupun status sosial lainnya sehingga bersifat universal (Rini, 2018). Pasal 1 angka
1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa HAM
merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa. Negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan
melindungi hak-hak asasi manusia demi menjaga martabat, kehormatan, dan harga diri manusia.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab seluruh
elemen bangsa, terutama aparatur negara dan pemerintah, untuk menghormati, memajukan, dan
melindungi HAM sebagai unsur yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional (Nampewo et
al., 2022; Hakim, 2026).

Sebagai sumber nilai yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945, mengandung amanat kepada
negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Amanat tersebut meliputi jaminan atas
kesetaraan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan memeluk agama
serta menjalankan ibadah sesuai keyakinan, dan hak memperoleh pendidikan serta pengajaran. Deklarasi
hak-hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia sesungguhnya telah tercermin sejak lahirnya negara
Indonesia dan dituangkan secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945 (Isra & Faiz, 2024).
Kandungannya mencerminkan pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang secara kodrati dimiliki oleh
setiap orang sebagai makhluk individu dan sosial (Sulubara et al., 2024). Pengakuan tersebut juga
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dipertegas dalam nilai-nilai Pancasila dari sila pertama hingga kelima. Sejarah perkembangannya juga
menunjukkan bahwa gagasan mengenai hak asasi manusia di Indonesia telah muncul lebih awal daripada
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada 1948
(Supriyanto, 2014).

Prinsip-prinsip rule of law memperoleh landasan konstitusional melalui sejumlah pasal yang terdapat
dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip negara
hukum. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) memberikan jaminan terhadap independensi kekuasaan kehakiman
dalam menjalankan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, Pasal 27 ayat
(1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan
pemerintahan serta berkewajiban menjunjung dan mematuhi keduanya tanpa adanya perlakuan yang
berbeda (Sujono, 2019). Meskipun demikian, sejarah Indonesia hingga saat ini masih memperlihatkan
berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial. Keadaan tersebut timbul karena
adanya perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan yang didasarkan pada latar belakang etnis, ras, warna
kulit, kebudayaan, bahasa, agama, gender, serta kedudukan sosial lainnya (Deivanayagam et al., 2023).
Perilaku tersebut termasuk bentuk pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal antara negara dan warga
negara maupun yang bersifat horizontal antarwarga negara (Mujib & Muchlas, 2023). Tidak sedikit
pelanggaran tersebut yang bahkan tergolong sebagai pelanggaran HAM berat (Yanti et al., 2025).

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM selama beberapa dekade terakhir
masih dapat dikatakan belum sepenuhnya memuaskan. Keadaan tersebut tampak dalam sejumlah kasus,
seperti penahanan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual, penghilangan paksa,
pembunuhan, perusakan dan pembakaran rumah maupun tempat ibadah, serta penyerangan terhadap tokoh
agama dan keluarganya (Ningsih & Tuasikal, 2025). Permasalahan lain yang masih terjadi adalah
penyimpangan penggunaan kewenangan oleh pejabat publik dan aparat negara yang pada dasarnya
berkewajiban menegakkan hukum, memelihara keamanan, dan melindungi kepentingan masyarakat,
namun dalam kenyataannya masih ditemukan tindakan intimidasi, kekerasan, dan perampasan hak hidup
seseorang (Malik et al., 2024). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi negara hukum tidak
cukup hanya diukur dari keberadaan norma hukum dalam konstitusi, tetapi juga dari efektivitas
pelaksanaannya dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara (Syaharani, 2026). Oleh karena itu,
pengukuran implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam konsep rule of law menjadi
penting untuk menilai sejauh mana suatu negara telah menjalankan prinsip negara hukum secara substantif
(Besta, 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, konsep rule of law atau rechtsstaat telah berkembang di seluruh
wilayah Uni Eropa (EU) dan lingkup yang lebih luas dari Dewan Eropa, dari sekadar cita-cita abstrak
menjadi tolok ukur konstitusional yang utama untuk menilai dan mengawasi negara-negara. Krisis rule of
law yang terjadi di beberapa negara anggota dalam beberapa tahun terakhir telah mempertajam perdebatan
mengenai bagaimana konsep-konsep tersebut harus dipahami, diukur, dan ditegakkan dalam praktik
(Beqgiraj & Moxham, 2022). Sejumlah kajian menunjukkan adanya konsensus yang luas di Eropa mengenai
komponen-komponen inti dari rule of law, yaitu legalitas, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum,
pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, serta akses yang efektif terhadap keadilan dan perlindungan hak-
hak warga negara (Gentile, 2023; Malleghem, 2024). Rule of law yang disusun oleh Venice Commission
serta berbagai instrumen UE mengkodifikasikan komponen-komponen tersebut ke dalam prinsip-prinsip
operasional yang umumnya dikelompokkan menjadi legalitas dan pemisahan kekuasaan, pemberantasan
korupsi, serta perlindungan peradilan yang efektif (Gentile, 2023). Selain itu, European Court of Human
Rights (ECtHR) membedakan antara prinsip-prinsip umum, seperti kepastian hukum, dengan persyaratan
yang lebih konkret seperti kejelasan hukum, dapat diprediksinya penerapan hukum (foreseeability), dan
stabilitas hukum. Persyaratan tersebut digunakan sebagai indikator untuk menguji apakah sistem hukum
nasional telah memenuhi standar rule of law (Reminska, 2023).
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Mahkamah Kehakiman Uni Eropa (Court of Justice of the European Union/CJEU) semakin
memandang rule of law sebagai prinsip konstitusional yang menjadi dasar kewenangannya serta landasan
bagi kewajiban negara-negara anggota untuk menjamin perlindungan peradilan yang efektif (Van-
Elsuwege & Gremmelprez, 2020; Priebus & Anders, 2024). Sementara itu, ECtHR menerapkan
pendekatan living instrument yang memungkinkan pengembangan standar-standar pencegahan
kemunduran negara hukum (anti-backsliding standards) melalui putusan-putusan pengadilan sehingga
terbentuk sistem rujukan untuk menilai kepatuhan negara terhadap prinsip negara hukum (Lenaerts, 2020).
Para akademisi menegaskan bahwa krisis rule of law tidak hanya berkaitan dengan independensi peradilan
atau fungsi pengadilan semata, tetapi juga menyangkut struktur demokrasi dan tata konstitusional yang
lebih luas (Byrne et al., 2020). Dengan demikian, kemunduran negara hukum dipandang sebagai ancaman
terhadap keseluruhan sistem demokrasi dan pemerintahan konstitusional suatu negara (Daminova, 2021;
Wisniewski et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, baik pengalaman Indonesia maupun perkembangan konsep rule of law
dan rechtsstaat di Eropa menunjukkan bahwa pengakuan dan jaminan perlindungan hak-hak warga negara
merupakan indikator utama keberhasilan penyelenggaraan negara hukum. Oleh karena itu, dapat
dirumuskan rumusan masalah bagaimana kajian yang mengukur implementasi asas pengakuan dan
jaminan perlindungan dalam pandangan rule of law dan rechtsstaat guna memahami sejauh mana prinsip-
negara berlandaskan hukum telah diwujudkan melalui penyelenggaraan ketatanegaraan serta bagaimana
standar pengukurannya dapat digunakan untuk menilai kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi
manusia.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (normative legal research).
Kajian hukum normatif menempatkan kaidah hukum sebagai objek utama penelitian. Kaidah hukum yang
dikaji dalam penelitian ini mencakup berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, doktrin
yang dikemukakan oleh para ahli hukum, serta sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan fokus
dan permasalahan penelitian (Marzuki, 2017). Tahapan yang dilakukan peneliti diawali melalui studi
kepustakaan (library research) (Zed, 2008) objek kajian penelitian ini mencakup konsep rule of law,
rechtsstaat, serta implementasi prinsip pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam
negara hukum. Dalam mengkaji isu hukum tersebut, penelitian, menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta pendekatan konseptual
(conceptual approach) untuk menganlisis doktrin, asas, dan konsep hukum yang relevan (Hayati et al.,
2021). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis berbagai regulasi yang
berkaitan dengan penerapan prinsip negara hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. hak asasi
manusia, sedangkan pendekatan konseptual diarahkan untuk menelusuri kerangka pemikiran, dasar
teoretis, dan pandangan ahli hukum yang membentuk perkembangan konsep rule of law dan rechtsstaat
(Pech, 2022).

Bahan hukum yang menjadi dasar penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer serta bahan hukum
sekunder. Adapun bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat dalam sistem hukum. yang mengikat seperti konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta sejumlah instrumen hukum nasional dan
internasional yang memiliki relevansi dengan isu yang dikaji dan relevan. Sementara itu, bahan hukum
sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum
primer. Bahan dalam suatu peraturan ini terdiri atas berbagai literatur hukum, seperti buku, artikel jurnal
ilmiah, hasil penelitian terdahulu, makalah ilmiah, dan dokumen akademik lainnya yang relevan dengan
kajian mengenai negara hukum, konsep, rechtsstaat, dan perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan.
Bahan hukum dihimpun melalui teknik penelusuran dan telaah dokumen. Proses tersebut mencakup
kegiatan menelusuri, mengelompokkan, serta menganalisis berbagai sumber hukum yang sesuai dengan

Penerhit: I —
LKISPOL (Lembaga Kajian limu Sosial dan Politik) 361 Indexed |GO gle 7 GARUDA

redaksigovernance@gmail.com//admin@IKispol.or.id

SINTA 4 |[PKPINDEX || FJsAgco



mailto:redaksigovernance@gmail.com
mailto:redaksigovernance@gmail.com

GOVERNANCE: Jurnal llmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

fokus yang diteliti (Widiarty, 2024). Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis secara
deskriptif kualitatif guna mengkaji dan menginterpretasikan data yang relevan dengan fokus penelitian
melalui proses interpretasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum untuk memperoleh pemahaman
yang komprehensif mengenai implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam perspektif
rule of law dan rechtsstaat (Torres, 2025).

PEMBAHASAN
Implementasi Asas Pengakuan dan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konsep
Negara Hukum Rule of Law dan Eropa Kontinental

Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu unsur fundamental dalam konsep rule of
law maupun rechtsstaat. Kedua hal tersebut, NKRI tidak semata-mata bertindak sebagai pemegang otoritas
negara, melainkan juga mengemban kewajiban untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak dasar setiap individu warga negara. Keberadaan jaminan konstitusional terhadap HAM
menjadi indikator penting dalam mengukur implementasi negara hukum (Hidayah et al., 2025). Negara
yang menganut prinsip rule of law dan rechtsstaat harus memastikan bahwa perlindungan HAM tidak
hanya diakui secara normatif, tetapi juga diwujudkan melalui sistem hukum dan kelembagaan yang efektif
(Van-Elsuwege & Gremmelprez, 2020). Di Indonesia, dasar konstitusional bagi perlindungan HAM dapat
ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara
hukum (Syamsu & Fahmi, 2024). Ketentuan tersebut menuntut setiap tindakan penyelenggara negara agar
berpedoman pada aturan hukum dan ditujukan untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara.
Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Penghormatan terhadap martabat manusia
merupakan salah satu prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia (Sari et al., 2024).

Jaminan konstitusional HAM dalam UUD 1945 mengalami penguatan yang signifikan setelah
perubahan konstitusi pada periode 1999-2002. Penguatan tersebut diwujudkan melalui pengaturan khusus
mengenai HAM pada Bab XA dalam UUD 1945 yang mencakup Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J
(Syamsu & Fahmi, 2024). Martabat manusia ditempatkan sebagai salah satu prinsip pokok yang menjadi
landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan adanya
pengaturan tersebut, UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga
sebagai instrumen perlindungan HAM yang mengikat seluruh lembaga negara dan warga negara.
Perlindungan HAM juga tercermin dalam berbagai ketentuan lain dalam UUD 1945. Pasal 27 ayat (1)
menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, sedangkan
Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menegakkan hukum dan keadilan (Syamsu & Fahmi, 2024). Kedua ketentuan tersebut menunjukkan
adanya hubungan yang erat antara perlindungan HAM dengan prinsip rule of law, khususnya dalam aspek
equality before the law dan independensi peradilan sebagai instrumen perlindungan hak-hak warga negara.

Implementasi jaminan konstitusional HAM kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan
perundang-undangan. Salah satu regulasi yang memiliki peran sentral adalah Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Syamsu & Fahmi, 2024). Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang
tersebut ditegaskan HAM merupakan sekumpulan hak mendasar yang secara alamiah menyatu dengan
eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Negara, hukum, pemerintah, dan seluruh
anggota masyarakat berkewajiban menghargai, menegakkan, serta menjamin perlindungan hak tersebut
untuk menjaga kehormatan dan nilai kemanusiaan setiap individu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa
perlindungan HAM menjadi kewajiban negara serta tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Selain
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, perlindungan HAM juga diperkuat melalui Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memberikan dasar hukum bagi penanganan
pelanggaran HAM berat (Syamsu & Fahmi, 2024). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen
negara dalam menyediakan mekanisme hukum untuk menindak pelanggaran HAM serta memberikan
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keadilan bagi para korban. Dalam perspektif rechtsstaat, keberadaan lembaga dan mekanisme peradilan
yang mampu mengadili pelanggaran HAM merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan
negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak warga negara (Auria et al., 2024).

Meskipun secara normatif jaminan konstitusional HAM di Indonesia telah diatur secara
komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai kasus pelanggaran
HAM, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap keadilan
menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya. Kondisi ini sejalan
dengan pandangan para akademisi bahwa keberhasilan rule of law tidak hanya ditentukan oleh keberadaan
peraturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas lembaga negara dalam menjamin perlindungan hak-hak
warga negara serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Beqiraj & Moxham, 2022). Dalam perspektif
rule of law dan rechtsstaat, pengakuan konstitusional terhadap HAM merupakan langkah awal dalam
mewujudkan negara hukum yang demokratis. Namun, pengakuan tersebut harus diikuti dengan
implementasi yang konsisten melalui penegakan hukum yang adil, independensi lembaga peradilan, serta
adanya mekanisme perlindungan yang efektif bagi warga negara. Dengan demikian, jaminan
konstitusional HAM dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan dapat menjadi
instrumen penting untuk mengukur implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam sistem
negara hukum Indonesia (Kennedy, 2025).

Indikator Pengukuran Implementasi Asas Pengakuan dan Jaminan Perlindungan Hak Asasi
Manusia dalam Rule of Law dan Rechtsstaat

Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu unsur fundamental dalam konsep negara
hukum, baik dalam tradisi rule of law maupun rechtsstaat. Kehadiran negara hukum pada dasarnya tidak
hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban melalui aturan hukum, tetapi juga untuk menjamin
penghormatan terhadap martabat manusia serta menjamin hak asai setiap personal dari tindakan sewenang-
wenang negara. Oleh karena itu, tingkat pengakuan dan perlindungan HAM sering dijadikan sebagai
indikator utama dalam mengukur implementasi prinsip negara hukum di suatu negara (Versteeg &
Ginsburg, 2017). Dalam perspektif modern, negara hukum tidak dapat dipisahkan dari jaminan hak-hak
warga negara karena hukum berperan sebagai sarana pengendali penggunaan kewenangan sekaligus
menjamin ruang kebebasan bagi setiap individu (Zaini, 2020).

Secara konseptual, HAM merupakan hak fundamental yang telah dimiliki oleh setiap individu sejak
kelahirannya dan tidak bersumber dari pemberian negara atau otoritas tertentu. Sifatnya kodrati, berlaku
bagi seluruh manusia, serta tidak dapat dirampas atau dihapus oleh pihak mana pun. Didin Nazmi Yunas
menyatakan bahwa sebagai hak yang bersifat kodrati, HAM telah melekat pada setiap individu sejak lahir
dan berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan serta martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan YME. Pihak
mana pun tidak berwenang melanggar, membatasi secara sewenang-wenang, mengurangi, atau
meniadakan hak tersebut (Zaini, 2020). Pengakuan HAM dalam negara hukum merupakan konsekuensi
logis dari penghormatan terhadap nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pengakuan HAM sebagai unsur negara hukum juga memperoleh legitimasi internasional
melalui Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 (Jimly, 2006). HAM merupakan hak kodrati
yang telah melekat pada setiap manusia sejak kelahirannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
harkat, martabat, serta nilai kemanusiaan yang dimilikinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. Dalam
konteks pengukuran implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan HAM, keberadaan
pengaturan HAM dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan belum cukup untuk menunjukkan
keberhasilan negara hukum. Implementasi yang efektif juga harus ditunjukkan melalui penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara secara nyata dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan
(Fellmeth & Mclnerney-Lankford, 2022). Oleh karena itu, pengukuran implementasi asas pengakuan dan
jaminan perlindungan perlu dianalisis berdasarkan indikator yang berkembang dalam konsep rechtsstaat
dan rule of law.
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Indikator Implementasi dalam Perspektif Rechtsstaat

Konsep rechtsstaat berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan banyak dipengaruhi oleh
pemikiran Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl, penerapan prinsip rechtsstaat dalam suatu negara ditandai
oleh terpenuhinya empat elemen mendasar, yakni perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan,
pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum, dan peradilan administrasi yang mengontrol tindakan
pemerintahan (Zaini, 2020). Dalam konsep rechtsstaat, perlindungan HAM ditempatkan sebagai unsur
pertama dan utama. Friedrich Julius Stahl menegaskan bahwa negara hukum harus menjamin hak-hak
dasar warga negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang jelas (Zaini, 2020). Dengan
demikian, negara tidak hanya berwenang menjalankan kekuasaan, tetapi juga berkewajiban menghormati
dan menjamin terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak warga negara. Perlindungan HAM dalam konsep
ini diwujudkan melalui pengakuan hak-hak dasar dalam konstitusi, keberadaan instrumen hukum yang
melindungi warga negara, serta tersedianya mekanisme hukum untuk menuntut pemulihan apabila terjadi
pelanggaran hak. Semakin kuat jaminan normatif terhadap HAM dalam suatu negara, semakin tinggi pula
tingkat implementasi prinsip rechtsstaat yang diterapkan.

Indikator kedua dalam konsep rechtsstaat adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan
undang-undang. Segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang konkret sehingga tidak
terdapat penggunaan kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Setiap tindakan pemerintah harus berada
dalam ruang lingkup kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip
legalitas ini menunjukkan bahwa hukum tertulis memegang peranan yang sangat penting dalam sistem
rechtsstaat. Keberadaan hukum tertulis menjadi instrumen utama untuk memberikan kepastian hukum
sekaligus melindungi warga negara dari tindakan pemerintah yang melampaui kewenangannya (Marlina,
2018).

Indikator berikutnya berkaitan dengan pembagian kekuasaan yang mengacu pada teori trias politica.
Pembagian tersebut dirancang agar kewenangan negara tidak terakumulasi pada satu lembaga. Setiap
lembaga negara dapat menjalankan kontrol timbal balik sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan
melalui mekanisme checks and balances (Marlina, 2018). Keberadaan pembagian kekuasaan merupakan
salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM karena dapat mencegah munculnya kekuasaan absolut yang
berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Selain pembagian kekuasaan, konsep rechtsstaat juga
menekankan pentingnya keberadaan peradilan administrasi sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan
pemerintah. Peradilan administrasi menjamin perlindungan yuridis bagi masyarakat yang mengalami
kerugian akibat keputusan ataupun perbuatan aparatur pemerintahan.

Indikator Implementasi dalam Perspektif Rule of Law

Konsep rule of law berkembang dalam suatu tradisi memiliki perkembangan hukum Anglo-Saxon
dan dirintis olen A.V. Dicey. Konsep ini tiga prinsip pokok, yaitu supremasi hukum (supremacy of law),
kesetaraan penempatan setiap penerapan hukum (equality before the law), serta keapastian hukum atas
suatu hak individu melalui ketentuan hukum dan putusan pengadilan (Prasetyoningsih, 2020). Indikator
pertama dalam konsep rule of law merupakan ketiadaan tindakan sesuka hati dari penguasa. Dalam negara
hukum, seseorang hanya dapat dikenai sanksi apabila terbukti melanggar hukum yang berlaku. Tidak boleh
ada penghukuman yang dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak penguasa tanpa dasar hukum yang
jelas. Prinsip ini sejalan dengan supremasi hukum yang menjadikan hukum sebagai otoritas utama dalam
penyelenggaraan negara. Pemerintah maupun masyarakat wajib menjalankan setiap tindakan sesuai
ketentuan hukum yang berlaku (Prasetyoningsih, 2020). Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat
untuk mencegah tindakan arbitrer serta memberikan jaminan untuk menjaga dan memastikan norma setiap
hak-hak tetap terlaksana dimata hukum.

Indikator kedua yaitu tidak ada perbedaan dihadapan hukum (equality before the law). Prinsip ini
menegaskan bahwa hukum menempatkan seluruh orang dalam posisi yang setara tanpa membedakan latar
belakang maupun kedudukannya (Zaini, 2020). Dalam konsep rule of law, tidak boleh terdapat kelompok
atau individu yang memperoleh perlakuan istimewa di luar ketentuan hukum yang berlaku. Baik
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pemerintah maupun rakyat tunduk pada hukum yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat kesamaan
kedudukan antara pemerintah dan warga negara di hadapan hukum, maka prinsip rule of law dapat
dikatakan telah terlaksana (Rokilah, 2020).

Indikator ketiga adalah adanya jaminan HAM yang diwujudkan melalui peraturan pemerintah
maupun putusan pengadilan. Suatu tradisi common law, perlindungan hak-hak warga negara tidak hanya
bersumber dari peraturan pemerintah, tetapi juga berkembang melalui putusan hakim yang membentuk
preseden hukum. Perlindungan HAM menjadi ukuran sejauh mana negara menghormati martabat manusia
serta memberikan jaminan terhadap warga negaranya. Peraturan dikatakan baik jika mampu memberikan
jaminan terhadap hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak memperoleh keadilan, dan
berbagai hak fundamental lainnya (Hayat, 2015). Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang menjamin
HAM serta putusan pengadilan yang melindungi hak-hak individu menjadi ukuran penting dalam menilai
implementasi rule of law (Prasetyoningsih, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, indikator implementasi rechtsstaat berfokus pada pemerintahan
berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan, perlindungan HAM, dan peradilan administrasi.
Sementara itu, indikator implementasi rule of law berfokus pada tidak adanya tindakan sewenang-wenang,
kesetaraan kedudukan hukum bagi setiap orang dan perlindungan terhadap hak perseorangan melalui
hukum dan putusan hakim. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kedua konsep tersebut sama-
sama bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dan penyelenggaraan negara yang
berdasarkan hukum.

KESIMPULAN

Implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam perspektif rule of law dan rechtsstaat
menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur utama yang menentukan kualitas
suatu negara hukum. Meskipun kedua konsep lahir dari tradisi hukum yang berbeda, Persamaan keduanya
terletak pada penempatan hukum sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus
melindungi hak-hak masyarakat. Dalam konsep rechtsstaat, implementasi asas tersebut diukur melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan, perlindungan
HAM, dan keberadaan peradilan administrasi. Sementara itu, dalam konsep rule of law, implementasinya
tercermin melalui tidak adanya tindakan sewenang-wenang, persamaan kedudukan di hadapan hukum,
serta jaminan perlindungan hak-hak individu melalui hukum dan putusan pengadilan. Temuan penelitian
mengindikasikan bahwa Indonesia telah memberikan landasan normatif bagi pengakuan dan perlindungan
hak asasi manusia melalui ketentuan dalam UUD 1945 dan berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, implementasi pada tataran praktik
masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM, penyalahgunaan kewenangan, dan
belum optimalnya penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, efektivitas negara hukum tidak
cukup diukur dari keberadaan norma hukum semata, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin
pelaksanaan hukum secara adil, melindungi hak-hak warga negara, serta mencegah terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
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